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ABSTRACT
Administrative Legal Action by Administrotive OfJicial which is on based in discretionary power

can not alwnys be shifted to become the criminal law responsibility. Because each the law area owning
justifcation value in with the concept and its legal norm. Although, an action of "discretionary power"
'troi 

tne aspect of its legal norm imprcss to represent as illegal action, however from its goal exactly give
-the 

beneft and the more positive law iustice value. So that cannot eategorized as corruplion.
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PENDAHTJLUATI

Istilah 3'diskresi hukum" merupakan

terjemahan dard ndiscretionary po!'et" (Inggris)

atau "discretionaire " (Perancis), ataru (freies

emessen" (Jerman), yang mengandung makna :

"kebebasan pejabat atau badan tata usaha negara

dalam mengambil keputusan bersifat pengaturan

maupun penetapan (beshikking) berdasarkan

pendapat, pertimbangan, penilaian, atau atas inisiatif

sendiri yang bersifat "bebas" ataupun "terikat"

sepanjang dimugkinkan oleh peraturan perundang-

rmdangan unhrk melaksanakan nrgas, pekerjaar\ atau

rnlsanpanerintahant€rtenfiidar/alauuntukmengatasi
permasalahan tertentu yang sifatnya penting serta

mendesak dilihat dari aspek tujuan dan

kemanfaatannya" bagi kepentingan umum,

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

negar4 nusa" dan bangsa. (AdolfHeuken SJ., 1987'

hal. 148-177)

Dalam konteks penerapan diskresi hukum

tersebut, temyata akhir-akhir ini, terdapat cukup

banyak kasus tindakan hukum administrasi yang

diambil oleh pejabat tata usaha negara (Bupati,

Walikota dan Pimpinan Proyek) atas dasar "dbkrtsi
hukum" yang di sidik oleh pihak kepolisian dan

kejaksaan serta di4iukan ke pengadilan dengan alasan

telah melanggar undang-undang tindak pidana

korupsi, sehinggamenimbulkanp,mblemdikahukwn
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yang cukup ruwet. Disatu sisi berdasarkan Hukum

Administrasi, Pejabat Tata Usaha memang

dfunmg[inkanmengambiltindakanhuhrnyangdinilai

lebih bermanfaat bagi kepentingan umum dan
pelaksanaan tugas pemerintahan, namun disi lain,
ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi

menormatifkan perbuatan melawan hukum yang

sangat ketat secam formal maupun materiil.
Contoh kasus aktual, masalah Tata Cara

Pemberian lzin HPHH 100 Ha dan Penyetonn
dana PSDH-DR-nya ke Kas Daerah oleh Bupati
Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) dan

Bupati kabupaten-kabupaten lainnya di Indonesia.

Demikian pula terhadap penyelesaian proyek

pembangunanjalan danproyek pembangruran fisik

lainny4 yang dinilai tidak sesuai dengan kontrak kerja

disebabkan alasan kondisi alam yang menghambat
penyelesaian proyek tersebut secara tepat waktu,

namun telah diambil kebijakan (kesepakatan)

meneruskan pekerjaan dimaksud sampai selesai

karcna dinilai lebih efektif, efisien dan menguntungkan

keuangan negara daripada tidak diteruskan dar/atau

membuat kontrak baru dengan anggaran baru pada

tatun berikutnya"

Kecendenngan menggeser tindakan "diskresi
hukum" menjadi perbuatan tindak pidana korupsi

tersebut, dalam praktiknya telah menimbulkan
suasana kerja yang konta produktifbagi pelaksanaan

urusan pemerintahan dan pembangunan di Daerah
yang seharusnya dapat dilakukan secara inovati{
keatif, mandiri, efektif, dan efisien.

PEMBAHASAI\i

Kasus PSDH - DR Kabupaten Kapuas Hulu
Kalimantan Barat

Salah satu masalah hukum yang terkait dengan
pengatuan, penyetoraq dan penggunaan dana PSDH
dan DR dari Izin HPHH 100 Hektar Kabupaten
Kapuas Hulu adalah Keabsahan atau validitas
hukum Pengaturan Penyetoran Dana PSDH-DR Ke
Kas Daerah berdasarkan Pasal 19 Keputusan
Bupati Kapuas Hulu Nomor : 2 Tahrm 2000 Tentang
Pefinjuk Pelaksanaanm Tata Cara Pemberian Izin
Hak Pemungutan Hasil Hutan Melalui Permohonan
Dengan Luas Maksimal

100 Hektar. Pasal 19 Keputusan Bupati
Kapuas Hulu tersebut menentukan :
(l ) Setiap pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan

(HPF{H) untuk kayu wajib membayar Provisi
Sumber Daya Hutan @SDFI) dan Dana reboisasi
(DR) yang harus disetor ke Kas Daerah
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

(2) Setiap pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan

Non Kayu (Flasil Hutan lkutan) waj ib membayar
Provisi Sumber Daya Hutan @SDFI) yang harus
disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabunaten
Kapuas Hulu.

(3) Besamya Provisi SumberDaya Hutan dan Dana
Reboisasi sesuai atau sama dengan yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundangan yang

berlaku.
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(4) Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan wajib

membuat Laporan Bulanan kepada Bupati

dengan tembusan kepada Kepala Kesatuan

Pemangkuan Hutan setempat.

Perintah Penyetoran dana PSDH-DR ke l(as

Daerah kemudian dipertegas dengan Surat Bupati

Kapuas HuluNomor : 522.11 12085 lEkontanggal l4

November 2000. Selanjutnya melalui Surat Bupati

Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 973/5331

BPKKD-2001 tertanggal 23 Agustus 2001, perihal :

Pungutan PSDH dan DR, yang ditujukan kepada

Menteri Keuangan; Bupati Kapuas Hulu telah

memohon hal-hal sebagai berikut :

I ) Adanya kebijaksanaan yang lebih konkrit dalam

pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah

Kabupaten, khususnya mengenai penyetoran

PSDHdanDR:

2) Untuk penerimaan PSDH dan DR khusus dari

HPHH I 00 Ha yang proses perij inannya telah

menjadi kewenangan Bupati, agar dapat

sepenuhnya menjadi pemasukan Pemerintah

Daerah Kabupaten sebagai bagian Pendapatan

Asli daerah (PAD), guramendukung pelaksanaan

tugas umum pemerintahan dan pembangunan

khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas

Hulu yang wilayahnya sebagian besar adalah

kawasan hutan.

3) Apabila permohonan pada angka 2 di atas kurang

relevan untuk dipenuhi, maka dalam mekanisme

pemungutan dan penyetoran PSDH dan DR

dimohonadanyakewenanganPemerintahDaerah

untuk dapat langsung memotong bagian

penerimaan Pemerintah Kabupaten berikut

pembagian upah pungut guna menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan daerah.

4) Kemudian diperkux Surar Pemyataan Ketua dan

3 (tiga) orang Anggota DPRD Kabupaten

Kapuas Hulu didampingi Kepala DISPENDA

Kabupaten Kapuas Hulutertanggal 14 Desernber

2005, yang intinya menyatakan: '?adatanggal 7

September 2001 telah menghadap Menteri

Kehutanan Republik Indonesia dan Menteri

Keuangan Republik Indonesia dengan maksud

dan tujuan untuk berkoordinasi dan konsultasi

berkenaan dengan pengelolaan dan penyetoran

FmgutanPSDH danDRyang bemsal dari HPFIH

100 Ha".

5) Temyata jawaban yang diberikan oleh pihak

Departemen Kehutanan bahwa ketentuan yang

mengatur kfiusus pungutan PSDH dan DR dari

HPHH 100 Habelum ada" yang adautuk HPH

skalabesryang izinnyadikeluarkanolehMenteri

Kehutanan.

Bahkan Pasal Pasal 4 Peraturan Pemerintah

Nomor 5l Tahun 1998 tentang kovisi Sumber Daya

Hutan; Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil

Hutan pada Hutan Produksi, hanya menentukan : "

Tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang diailr
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lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah
mendengar pertimbangan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan".

Dengan diterbitkarmya Keputusan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor: 109/KMK.06/2004
Tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berasal Dari Sumber DayaAlam
Sektor Kehutanan, tertanggal

12 Maret 2004, dan Surat Kepala Biro
Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen
Kehutanan Nomor : 5.372111/RK-3/04 tanggtal 5
Agush$ 2004 perihal : Rekening Setoran DR, PSDH
dan IIUPH, mengindikasikrn :

a. Terdapat kekosongan peraturrn pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 5l Tahun 1998
tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
PengusahaanHum danPemunguUnHasil Hutan
pada Hutan Produksi:

1) Pasal 4 ayat (1) : PSDH wajib disetor
langsung ke Kas Negara;

2) Pasal 4 ryat Q) : Tata cara penyetoran

PSDH sebagaimanadimaksuddalam ayat (l)

diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

3) Pasal 9 : Pelaksanaan lebih lanjut dari
Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri
Kehutanan dan Perkebunan, Menteri
Perindustrian dan Perdagangan, Menteri
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
baik bersama-sama maupun secara sendiri-
sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-
masing.

b. Karena itu, Pasal 19 Keputusan Bupati Kapuas
Hulu Nomor : 2 Tahun 2000 yang dipertegas
dengan Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor
522.11 D085/Ekon tanggal 14 November2000,
dari persepektif Hukum Administrasi, yuridis
formal telah mengisi kekosongan hukum
tentang tata cara penyetoran dsna PSDH
dan DR ke Kas Negara melalui Kas Daerah.
Dengan kata lain, merupakan ,,diskresi

hukum" Bupati Kapuas Hulu dalam mengatur
tata cuua penyetoran dana PSDH - DR ke Kas
Daerah.

Akan tetapi dari sudut pihak penyidik
kejaksaan, hal itu merupakan perbuatan melawan
hukum yang diatur UU No. 3 I Tahr.ur I 999 tentang
Tindak Pidana Korupsi, karena secara langsung
maupun tidak langsung telah merugikan keuangan
negar4 terutarna kaitamya dengan bagian Pemerintah
Pusat yang belum disetor ke Kas Negara lewat
RekufngKehutanan. Padahal, KeputusanKepuhrsan
Menteri Keuangan Nomor : 109/I(MK.06/2004
Tentang Thta Cara Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berasal Dari Sumber Daya Alam
Sektor Kehutanan, baru diterbitkan pada tanggal 12
Maret 2004 atau setelah berlakunya UU No. 32
Tirhun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Patut dipahami dengan cermat, bahwa
Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 2 Tahun 2000
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian
Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan Melalui
Permohonan Densan Luas Maksimal 100 Hektar.
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diterbitkan atas dasar pada Pasal 11 ayat (1) UU

No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

yang menormatifkan : "Kewenangan Daerah

Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua

kewenangan pemerintahan selain kewenangan

yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur

dalam Pasal 9", yaitu : kewenangan dalam bidang

politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilarl

moneta, fiskal, agam4 serta kewenangan bidang lain,

yangmeliputi : kebijakantenungperencanaannasional

dan pengendalian pembangunan nasional secara

makro, dana perimbangan keuangan, sistem

administrasi Negara dana lembaga perekonomian

Negar4 pembinaan dan pemberdayaan sumber daya

manusi4 pernberdayaan zumber daya alam, teknologi

tinggi yang strategis, konservasi, stadarisasi nasional,

tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah

Kabupaten dan Daerah Kota, serta Kewenangan

provinsi sebagai wilayah adminisnasi dalam bidang

pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubemur

selaku wakil pemerintah.

Selain itu diperkuat Pasal 22 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6

Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan

Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi, yang

menormatifkan : "Hak Pemungutan Hasil Hutan

diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat

II, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh

Menteritt.

Pedoman tersebut diatur berdasarkan Pasal

4 Keoutusan Menteri Kehutanan dan Perkebuhan

Nomor : 310^OTS-II/1999 Tentang Pedoman

Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan, yang

menentukan : (1) Hak Pemungutan Hasil Hutan

diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II,

denganmemperhatikan sarandarpertimbanganteknis

dari Kepala Dinas Kehutanan Dati II setempat; (2)

Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan untuk
jangka waktu selama I (satu) tahun, dengan luas

maksimum I 00 (seratus) hektar. Selanjutnya pada

Pasal 7 menyatakan : "Tata cara pemungutan hasil

hutan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala

Daerah Tingkat II setempat".

Indikasi terjadinya dugaan @!4@
pfglglg penyetoran dana PSDH dan DR ke Kas

Daerah yang seharusnya ke Kas Negara

disebabkan :

a. Kelambanan Menteri Keuangan membuat

Keputusan tentang Tata Cara Penyetoran

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal

Dari Surnber DayaAlam Sektor Kehutanan, yang

diperintahkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah

Nomor 59 Tahun 1998 tentang TarifAtas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bolaku

Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

b. Kelambanan Menteri  Kehutanan dan

Perkebunan, Menteri Perindustrian dan

Perdagangan, Menteri  Keuangan dan

Menteri Dalam Negeri membuat peraturan

pelaksanaan yang diperintahkan Pasal 9

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998
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tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara hukum formal dan perbuatan melawan hukum

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen moterial dalam Undang-undang Tindak Pidana
Kehutanan dan Perkebunan. Korupsi.

Lngikayuridisnya sepa4jang tidak ada fakta-

falda hukum yang kuat yang membuliitikan bahwa Analisis Dari Sudut Hukum Administrasi
penyetoran PSDH drn DR Ke Kas Daerah telah Pimpinan Proyek, adalah "Pejabat
merugikan keuangan Negara, maka perbuatan Administrasi" yang ditunjuk oleh Pejabat yang

tersebutbelum dapat dikategorikan sebagai tindak berwenang untuk itu sesuai peraturan perundang-

pidana korupsi. undangan yang berlaku (Keputusan Bupati Kabupatur
Sambas Nomor : 80 Tahun 2001 tanggal I I April

Kasus Proyek Lumbang Dalarn Kaum dan 2001). Dalam melaksanakan wewenang, tugas, fiurgsi

Lumbang Kartiasa Kabupaten Sambas yang dan tanggung jawabnya, Pimpinan Proyek terikat

dibiayai dana APBD Pemerintah Kabupaten pada ketentuan peraturan yang berlaku dalam masa

Sambas Tahun Anggaran 2001 penunjukannya. Prinsip-prinsip Pengelolaan

Secara teoretik kasus Proyek Lumbang Keuangan Daerah (APBD) pada masa berlakunya

Dalam Kaum dan Lumbang Kartiasa Kabupaten UU No. 22 Tahun 1999 terikat pada :

Sambas yang dibiayai dana APBD Pemerintah a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun2000

Kabupatern Sambas Tahun Anggaran 2001 , dapat tentang Pengelolaan Dan Pertanggungiawaban

dianalisis dari pendekatan dokhin Ilmu Hukum Keuangan Daerahyangintinyamenentukan:

Adminishasi danllmu Hukum Pidana.

Pendekatan doktr in I lmu Hukum

Administrasi (termasuk Hukum Pemerintahan

Daerah), terkait dengan "Kebijakan" Pimpinan

Proyek tidak memutuskan atau menghentikan

pekerjaan kontraktor pada tanggallS Desember

200 I (akhir masa kontak), dengan alasan kontrallor

tidak melanggar Pasal33 Keputusan Presiden No.

18 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Barang dan

Jasa. @rof. Mr. Prajudi Atmosudirdjo, 1991)

Pendekatan doktrin Ilmu Hukum Pidana

1) Pasal l angka 1 : Keuangan Daerah adalah

semua hak dan kewajiban Daerah dalam

rangka penyelenggaraan Pernerintalnn Daerah

yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban

Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

2) Pasal I angka 2 : Anggaran Pendapalan dan

Belanja Daerah, selanjutrya disingkat APBD,

adalah suatu rencana keuansan tahunan

terkait densan doktrin sifat nerbuatan melawan Daerah yang ditetapkan berdasarkan
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Peraturan DaerahtentangAPBD. (Peraturan

Daerah Kabupaten SambasNomor: 06 Titlun

2001)

Pasal 4 : Pengelolaan Keuangan Daerah

dilakukan secara tert ib, taat Pada
peraturan perundang-undangrn yang

berlaku, efrsien, efektif' transparan dan

bertanggung jawab dengan

mernperhatiktn Nsas keadilan dan

keprtutan.

Pasal 14 :
(l) Ketentuan tentang pokok-pokok

pengelolaan Keuangan Daerah diatur

dengan Peraturan Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Perahnan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam ayat ( 1) mengatur tentang :

a. kerangka dan garis besar prosedur

penysunanAPBD;

b. kewenangan keuangan KePala

DaerahdanDPRD;

c. prinsip-prinsipp€ngelolaankas;

d. prinsip-prinsip Pengelolaan
Pengeluaran Daerah Yang telah

dianggaftan;

e. tata cara pengadaan barang danjasa;

f prosedur melakukan Pinjaman

Daerah;

g. prosedur pertanggungj awaban

keuangan; dan

h hal-hal lain yang menyangkut

pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) Sistem dan prosedur pengelolaan

Keuangan Daerah diatur dengan

Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan

PeratuanDaeratr sebagaimanadfunatcud

dalam ayat (l).

(4) Pedoman tentang pengurusan,

pertanggungiawaban dan pengawasan

Keuangan Daerah serta tata cara

penyusunan APBD, pelaksanaan tata

usaha Keuangan Daerah dan penyusman

perhitungan ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan

Otonomi Daerah.

Pasal 44 :

(l) Setiap kerugian Daerah baik yang

langsung mauprm tidak langsung sebagai

akibat perbuatan melanggar hukum atau

kelalaiarL hmrs diganti olehyang bersalatt

dan atau lalai.

(2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib

melakukan tuntutan ganti kerugian segera

setelah diketahui bahwa dalam Perangkat

3)

4)

o
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Daerah yang bersangkutan terjadi

kerugian akibat perbuatan dari pihak

manapun.

6) Pasal 45 :

(1) KepalaDaerahwajib melalarkannurtutan
ganti rugi atas setiap kerugian yang

diakibatkan oleh perbuatan melanggar
hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah.

(2) Penyelesaian kerugian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-

undanganan yang berlaku.

b. Pasal3 Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000
Tentang Pengadaan Barang dan Jasa : '?engadaan
barang danjasa di linghngan Instansi Pemerintah
wajib dilaksanakan dengan prinsipprirsip":

1) Efisien, berarti pengadaan barang /jasa harus
diusahakan dengan menggunakan dana dan
daya yang terbatas untuk mencapai sasaran
yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-

singkamyadandapatdipertanggungiawabkan.

2) Efektif, berarti pengadaan barang /jasa harus
sesuai dengan kebutuhan yang t€lah ditetapkan
dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya sesuai dengan sasaran yang

ditetapkan Pemerintah

3) Bersaing, berarti pengadaan barang / jasa

harus dilakukan melalui Pelelanean / seleksi

dan persaingan yang sehat diantara penyedia
barang /jasa yang setara dan memenuhi qrarat/
kriteria tertenfu berdasarkan ketentuan dan
prosedur yangjelas dan tansparan.

4) Transparan, berarti semua ketentuan dan
informasi mengenai pengadaan barang /jasa,
termasuk syarat teknis adminisfasi pengadaa4

tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan
calon penyedia barang /jas4 sifatnya terbuka
bagi peserta penyedia barang /jasa (peserta
Pelelangan, Pemilihan l^angsung, Penrmjukan
Langsung) yang berminat serta bagi
masyarakat luas pada umumnya.

5) Adi l  /  t idak diskriminati f .  berart i
memberikan perlakuan yang sana bagi semua
calon penyedia barang / jasa dan tidak
mengarah untuk memberi kermtrurgan kepada
pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan
apapun.

6) Bertanggungjawab, berarti harus mencapai
sasaran baik fisih keuangan maupun manfaat

bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pelayanan masyarakat

sesuai dengan prinsip-prirsip serta ketentuan
yang berlaku dalam pengadaan barang /jasa.
Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten

Wilayah I & II (lokal Primer) paket Pekerjaan
Peningkatan Jalan Lumbang Dalam Kaum dan
Lumbang Kartiasa (Proyek Jalan LingkarTugu Saing
Rumbi) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2001,

Pergueran Tanggung Jawab Tlndak Hukum
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di biayai olehAPBD Pemerintah Daerah Kabupaten

Sambas. Oleh karenanya, secara lex specialist

terikat pada :

a. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000

tentang Pengelolaan Dan Pertanggungiawaban

Keuangan Daerah.

b. Keputusan PresidenNo. l 8 Tahun 2000 Tentang

Pengadaan Brarg dan Jasa yang menormatifl<an

1) Pasal 33 ayat (1) : Penghentian kontrak

dilalarkan bilamana terjadi hal-hal di luar

kekuasaan kedua belah Pihak untuk

melaksanakan kewajibanyang ditentukan

dalam kontrak, yang disebabkan oleh

timbulnya perang, pemberontakan, perang

saudara, sepanj ang kej adian-kej adian

tersebut b€*aitan dengan Negara Kesatuan

Republik krdonesi4 kelcacauandanhruhra

serta bencana alam yang dinyatakan rcsmi

oleh Pemerintah, atau keadaan Yang
ditetapkan dalam Dokumen Kontrak. Ayrt

(2) Pemutusan kontrak dapat dilakukan

bilamana para pihak cidera janji dan atau

tidak memenuhi kewajiban dan tanggung

jawabnya sebagaimana diatur di dalam

Dokumen Kontrak : (a) Pemutusan kontak

yang disebabkan oleh kelalaian penyedia

barang /jasa dikenakan sanksi sestai yang

diteapkan dalam Dokumen Kontrak berupa

: jaminan pelaksanaan menjadi milikNegara;

sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia

barang /jasa; membayar denda dan ganti rugi

kepada Negara; pengenaan daftar hitam

untukjangka waktu tertentu. (b) Pemutusan

kontrak yang disebabkan oleh kelalaian

pengguna barang /jas4 dikenakan sanksi

beruya kewajiban mengganti kerugian yang

menimpa penyedia barang / jasa sesuai yang

ditetapkan dalam dokumen kontrak dan

ketentuan peraturan perundan g-undangan

yang berlaku. Ayat (3) Konhak batal demi

hukum atau dibatalkan apabila para pihak

terbukti melakukan kolusi, kecurangan dan

atau tindak pidana korupsi baik dalam proses

pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.

2) Pasal 34 Ayat (f) Setelah pekedaan selesai

100% (seratus per seratus) sesuai dengan

yang tertuang dalam kontrak, penyedia

barang /j asa mengajukan permintaan secara

tertulis kepada kepala kantor / satuan kerja /

pernimpin proyek / bagian proyek / pejabat

yang disamakan / ditunjuk untuk peny€rahan

pekerjaan. Ayat (2) Kepala kantor / satuan

kerja/pemimpin proyek / bagian proyek /

pejabat yang disamakan / ditunjuk

melakukan penilaian terhadap hasil

pekerjaan yang telah diselesaikan, baik

secara sebagian atau selunrh pekerjaan, dan

menugaskan penyedia barang /jasa untuk

mernpedaiki kekurangan dan atau mengganti

pekerjaan / pengadaan yang tidak sesuai
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dengan Dokumen Konfrak. Ayat (3) Kepala

kantor / satuan kerja / pemimpin proyek /

bagian proyek / pejabat yang disamakan /

ditr:njuk menerima penyerahan pekerjaan

setelah seluruh hasi l  pekerjaan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Dokumen Kontrak. Ayat (4) Penyedia

barang / jasa wajib memelihara hasil
pekerjaan selama masa pemeliharaan,

sehingga kondisinya tetap seperti pada saat
penyerahan pekerjaan dan dapat

mempenoleh pernbayaran uang rctensi dengan

menyerahkanjaminan pemeliharaan. Ayat ($

Setelah masa pemeliharaan berakhir, kepala

kantor / satuan kerja / pemimpin proyek /

bagian proyek / pejabat yang disamakan /

ditunjuk mengembalikan jaminan

pemeliharaan kepada penyedia barang /
jasa.

c. Kontrak Kerja antara Pemberi Kerja

dengan Penerima Kerja berikut

addendumnya : Dalam hal suatu Proyek
yang sudah ditenderkan dan sudah pula

dikontrakkan dihadapkan pada persoalan

T[tup Anggaran (SIAP), maka Sesuai

Pasal34 ayat (2) Keppres No. 18 Tahun

2000 Pimpinan Proyekwajib :

l) melakukan penilaian terhadap hasil
pekerjaan yang telah diselesaikaq baik

secara sebagian atau seluruh
pekerjaan, dan ;

2) menugaskan penyedia barang / jasa

untuk memperbaiki kekurangan dan
atau mengganti  pekerjaan /
pengadaan yang tidak seruai dengan
Dokumen Kontrak (Pasal 34 ayat (2)

Keppres No. 18 Tahun 2000)
Jika pada masa akhir masa kontrak

pekerjaan proyek belum dapat diselesaikan 100
% oleh kontaktor secara tepat wakhr yang bukan
disebabkan faktor kelalaian / kesalahan dari
kontraktor, tetapi dikarenakan pengurusan

administrasi addendum dan cuaca tidak
mendukung / curah hujan tinggi (orce najor'y
uhrk melanjutkan pekerjaan, maka berdasarkan
Pasal 34 Keppres No. l8 Tahun 2000
Pimpinan Proyek dapat "menugaskan
penyedia barang / jasa (kontraktor) unhrk
memperbaiki kekurangan dsn otau

mengganti pekerjarn / pengadaan yang tidak

sesuai dengan Dokumen Kontrak", Termasuk

"Kebijakan" Pimpinan Proyek memberikan

toleransi / kelonggaran waktu kepada kontraktor
untuk melanjutkan pekerjaan proyek sampai
selesai 100 o/o atas kesepakatan benama (Rapat)

dengan "Kontraktor, Konsultan dan Asisten
Pimpinan Proyek" pada awal Desember 2001
(Laporan Hasil Pemeriksaan BAWASDA
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Nomor:700.04/01/KSS/BAWASDA-S I Tanggal

20 Februari 2002 (Ha1.22. d; Hal.9, 10, 12)

Pertimbangan Pimpinan Proyekmembuat

kebijakan sebagaimana dimaksud butir 4 di atas,

memiliki alasan pembenar yang kuat dan wajar

atau patut apabila secara faktual (obyektif) :

a. Dari segi asas kemanfaatan hukum

(iloelmatigheid) secara nyata dapat

memperc€pat terlaksananya pekerjaan, tanpa

harus mengejukan anggaran baru, tender

bam dan kontrak baru; dan / atau anggaran

biayanya lebih ekonomis, berdayaguna

dan berhasilguna;

b. Hasil penyelesaian pekerjaan proyek secara

faktual berdasarkan FHO bersesuaian dengan

persyaratan kontak;

c. Secara fisik proyek yang diselesaikan secara

nyata dapat digunakan atau dirastkan

manfaatnya oleh masyarakal luas khususnya

masyarakat Kabupaten Sambas;

d. Bersesuaiandengan "Kepentingan Umutn"

ialah kepentingan negara' nusa, bangsa,

pemerintah, Pembangunan, dan

masyarakat luas di wilayah Kabupaten

Sambas maupun dari luar wilayah Kabupaten

Sambas.

Pembayaran penyelesaian proyek sesuai

FHO sebesar Rp. 148.000.000,- pada bulan

September 2002, tidak merugikan Negara

apabila secara faktual g!!g! nemlg

befsesuaian denCan b!!-pg!9dgeS-pl9pl<l|
volume fisik

Analisis Dari Sudut Ilrnu Hukum Pidana

Memahami konsepsi "sifat melawan hukum

materiel" (SMH Materiel), tentunya tidak dapat

dilepaskan dari pengertian / pendapat / pemikiran

seseorang menganai apayang dimaksud dmgan SMH

Materiel itu. Setiap orang bisamemberikan pengertiani

pendapat yan! berbeda. Maka, wajar apabila di

dalam kepustakaan dijumpai berbagai pandangan

atau pemahaman yang berbeda dalam memberi

makna atau laiteria suafir perbuatan bersifat melawan

hukum secara materiel atau tidak.

Perbedaan pandangan itu nampakrya berhsar

pada pemberian makna / kriteria "materiel" dalam

istilah "SMH materiel" itu sendiri. Dari berbagai

pendapat itu, dapat diidenti fikasikan /

dikategorisasikan adanya 2 (dua) pandangan /

Pandangan pertama mengaitkan atau

melihat malara'tnateriel" dari

sifat i hakikat perbuatan terlarang dalam UU

(perumusan delik tertentu). Jadi yang dilihat / dinilai

s€cara mat€riel adalah "perbuatarurya '. Cara pandang

yang demikian cukup banyak terungkap dalam

kepustakaan mauprm yurisprudensi. Misalnya dalam

buku "Hukum Pidana", (Sahetapy, 1995) kumpulan

tulisan Prof. Dr. D. Schaffineister, Prof. Dr. Nico

Keiizer dan Mr. E. PH. Sutorius dikemukakan 4
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(empat) makna / pengertian sifat melawan hukum

(SMH), yaitu SMH Umum, (SMH Umum diartikan

sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang

tersebut dalam nrmusan pengertian perbuatan pidana

: Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang

termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan

hukum dan dapat dicela) SMH Khusus. (SMH

Khusus : SMH yang menjadi bagian tertulis dari

rumrmndelik. Juga dinarnakan "sifat melawan hula.m

faset')

Pengertian SMH Formal dan SMH Materiel

dalam tulisan inr dijelaskan sebagai berikut : (1) SMH

Formal berarti telah dipenuhi semua bagian yang

tertulis dari rumusan delik (semua syarat terhrlis rurtuk

dapat dipidana); (2) SMH Materiel berarti

perbuatannya melanggar/membahayakan

"kepentingan hukum" yang hendak dilindungi oleh

pembentuk Undang-Undang dalam rumusan delik

tertentu. (SMH Khusus : SMH yang menjadi bagian

tertulis dari rumusan delik. Juga dinamakan "sifat

melawan hukum faset')

Dengan demikiaq dipenuhinya SMH formal

(rumusan delik) tidak begitu saja dapat disimpulkan

dari dipenuhinya bunyi rumusan delik. Kerapkali

diperlukan penafsiran terhadap bagian-bagian dari

rumusan delik itu dengan mengingat norma sosial atau

kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh

pembuat Undang-Undang dengan rumusan delik

dimaksud. Karenanya, penafsiran SMH Formal

mendekati SMH Materiel, atau pada delik materiel,

pengutian SMH formal dan materiel menyatu. (SMH

Khusus : SMH yang menjadi bagian tertulis dari

nnnrsandelik Jugadinamakan "sifatmelawanhrkwn

faset')

Pandangan kedu4 mengaitkan atau melihat

makna "materiel" dari sudut sumber hukum. Menurut
pandangan kedua ini, makna atau pengertian SMH

formal dan SMH materiel adalah : ( I ) SMH Formal
identik dengan melawan / bertentangan dengan

Undang-Undang ataukepentinganhukum (perbuatan

maupun akibat) yang disebut dalam UU (hukum

tertulis atau sumber hukum formal). Jadi 'hukum"

diartikan sama dengan Undang-Undang (\+'ef ). Oleh

karena itu SMH formal identik dengan "omvehnatige
daad' . (2) SMHMateriel identik dengan melawan /

bertentangan dengan hukum tidak tefiulis atau hukum
yang hidup (unwritten lawlthe living law),

bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-

nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat
(termasuk tata susila dan hukum kebiasaan / adat).

Jadi singkatny4 "hukum" tidak dimaknai secara

formal sebagai '?ef ', tetapi dimaknai secara materiel

sebagai "rechf'. Oleh karena itu SMH Materiel

identik dengan "o nrechtmatige daad' .

Dalam pandangan kedua di atas, pengertian

SMH Materiel dibedakan dalam fungsinya yang

negatif dan dalam fungsinya yang positif,

Menurut ajaran SMH Materiel dalam fungsi negatif,

sumber hukum materiel (hal-hal / kiteria / norma di

luar Undang-Undang) dapa digunakan sebagi alasan
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unhrk meniadakan / menghapuskan (menegatifl€n)

sifrtmelawanhularrmyaperbuatan. Jaditidakadanya

SMH Materiel dapat digunakan sebagai alasan

pembenar.

Sebaliknya, menurut ajaran SMH Materiel

dalam fungsi positif, sumber hukum materiel (ml-

hal / kriteria / norma di luar UU) dapat digunakan

untuk menyatakan (mempositifkan) bahwa suatu

perbuatan tetap dipandang sebagai tindak pidana

(perbuatan melawan hukum) walaupun menrmlt UU

tidak merupakan tindak pidana. Pengertian SMH

Materiel yang demikian (negatif dan positif) banyak

dijumpai dalam kepustakaaq namun tetap masih ada

perbedaan pendapat, khususnya mengenai SMH

Materiel dalam fimgsinya yang positif

Terhadap 2 (dua) pandangan/pemahaman di

atas, patut kinnya diberikan beberapa catatan bahwa

: ( I ) Kedua pandangan / pemahaman di atas sekedar

merupakan pengidentifikasian / pengkategorian titik

berat sudr:tpandang dalammemberi makr,a'tnateriel"

terhadap ajaran / konsepsi SMH Materiel. (2)

Walaupun titik berat sudut pandang berbeda, nzrmun

tidak berarti kedua pandangan itu berbeda secara

dikhotomis dalam menetapkan apakah suatu

"perbuatan" itu melawan hukum secara materiel atau

tidak.

Menurut Pandangan Pertama, suatu

perbuatan dikatakan melawan hukum secara materiel

apabila perbuatan itu melanggar / membahayakan

"kepentingan hukum" yang hendak dilindungi oleh

pembentuk Undang-Undang dalam rumusan delik

tertentu. Dalam menetapkan atau memberikan

penilaian apakah ada "kepentingan hukum" yang

dilanggar / dibahayakan, pandangan pertama inijuga

menggali (mendasarkan pada) nilai-nilai atau kriteria

materiel yang ada dalam kehidupan (norma) sosial,

norma kebudayaan (Kultur-norm), nilai-nilai

kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, tujuan

ketertiban huktlnL asas-asas hukum umum dan hukum

tidak tertulis yang diakui dalam masyarakat mauptm

dalam profesi tertentu, dan bahkan dalam bidang

keilrnuan. Jadi terlihat di sini, bahwa kiteria materiel

dalam pandangan peltama identik atau bersinggungan

erat dengan pandangan kedua. Hanya saja, menurut

pandangan pertam4 kriteria materiel itu digmakan :

(a) untr:kmenilai ataumembaikanpenaftiranmataiel

terhadap'leftuatan" atau"kepentinganhukum"yang

hendakdilindwrgi oleh pembuat UU dalam perumusan

delik tertentu; dan (b) untuk menghapuskan /

meniadakan sifat melawan hukum formal yang telah

ditetapkan dalam UU; jadi SMH Materiel hanya

digunakan dalam fungsinya yang "negatif',

sebagai alasan pembenar.

Menurutpandangan kedua : kriteria materiel

tidak hanya dapat digunakan untuk menilai perbuatan

yang telah ditetapkan / dirumuskan sebagai delik

dalam Undang-Undang, tetapi juga terhadap

perbuatan tercela lainnya di luar Undang-Undang

(hukum tertulis); dan dimungkinkan SMH Materiel

dalam frngsinya yang negatifmaupur yang positif.
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Pandangan pertama seperti diidentifikasikan di
atas, yaitu hanya memberikan penilaian / penafsiran

materiel terhadap perbuatan atau kepentingan hukum
yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang atau
yang hendak dilindungi oleh pembuat Uundang-
Undang, sehingga masih dilatarbelakangi oleh
keterikatan atau orientasi pada asas legalitas formal
dalam Pasal I (1) KUHP yang bertolak dari paham

"legisme" dan nilai i ide dasar "kepastian hukum".
Sedangkan pandangan kedua, nampaknya sudah
dipengaruhi oleh pandangan asas legalitas materiel
atau ams keseimbangan monodualistik (antara kiteria
/ patokan formal dan materiel; atau antara nilai
kepastian hukum dankeadilan / kelennran), walauprm
masih terbagi dalam beberapa pendapat : (a) hanya
menganut SMH materiel terbatas (dalam fimgsinya
yang negatif), karena masih terikat pada asas legalitas
dalam Pasal I (1) KUHP; (b) menganut SMH
Materiel yang luas, baik dalam fungsinyayang negatif
maupun yang positif; (c) menganut SMH materiel
yang luas tetapi terbatas, yaitu dalam fungsinya yang

negatifdan positi{ tetapi yang positifdibatasi unhrk
perbuatan-perbuatan ft asus / kondisi) tertentu.

Dalam "Penjelasan Umum" UU No. 3 I / 1 999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

d'nyatakan ' "Agar dapat meqiangkau berbagai modus
operandi penyimpangan keuangan negara atau
perekonomian negara yang semakin canggih, maka
tindak pidana yang diatur dalam UU TPK ini
dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi

perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi secara "melawan
hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan
perumusan tersebut, pengertian melawan hukum
dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup
perbuatan-perbuaun tercela yang menwut perasaan
keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana',.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat
(1), ditegaskan : "Yang dimaksud dengan "secara
melawanhukum"dalampasal ini mencakupperbuatan
melawan hukum dalam arti formil maupwr dalam arti
materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak
diatur dalam perundang-undangan, namun apabila
perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak
sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma
kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan
tersebut dapat dipidana".

Dari "penjelasan" IIU di atas, nampakjelas
sikap yang diambil oleh pembuat Undang-Undang
Nomor 3 I Tahun 1999, yaitu : menganut ajaran SMH
Formil dan SMH Materiel; menganut ajaran SMH
Materiel dalam flmgsinya yang positif, dengan laiGri4
bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam penurdang-

undangan itu dipandang sebagai "perbuatan tercela"
karena : tidak sesuai dengan rasa keadilan; atau tidak
sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam
ma-syarakat.

Sebagai Catatan, sekalipun tidak dijelaskan
secara eksplisit dalam "penjelasan" di atas, namun
dapat disimpulkan, bahwa pembuat Undang-Undang
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juga dengan sendirinya menganut SMH Materiel

dalam fungsinya yang negatif. Dikaitkan dengan

adanya 2 (dua) pandangan yang dikemukakan

terdahulu, dapat pula disimpulkan, bahwa Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 termasuk dalam

pandangan kedua, khususnya SMH Materiel yang

luas, tetapi terbatas untuk tindak pidana korupsi.

Untuk "catatan" yang terakhir ini, patutjuga

diberikan "catatan khusus" bahwa : ( 1 ) Penj elasan

formal / otentik dari pembuat UU itu terkesan hanya

manbatasi berlakunya SMH Maieriel dalam fingsinya

yang positifterhadap tindak pidana korupsi yang

dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu terhadap

perbuatan "memperkaya diri sendiri / orang lain /

korporasi", tidak terhadap tindak pidana dalam Pasal

3, ialah'?naryalahgunakan kewenangar; kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena j abatan atau

kedudukan"; (2) Sikap pembuat Undang-Undang

yang menganut SMH Materiel itu juga sebenamya

ditujukan terhodap tindak pidana konrpsi dalam Pasal

3 . Terdapat beberapa alasan yang mendasarinya'

Pertama, di l ihat secara historis,

diformulasikannyaunsuperbudan'tnelal rdnhuhm"

dalam UU No. 3l / 1999 itu berasal dari UU No. 3

/ 1 9? I . Dalam W No. 3/l 97 I , tindak pidana korupsi

(selanjutnya disingkat TPK) berupa "memperkaya

diri" (Pasal I (l) sub-a) dan "menyalahgunakan

kewenangan /jabatan / kedudukarf' @asal I (l) sub-

b) berasal dari UU No. 24lPrp/1960. Dalam UU

1960 ini. dimasukkan unsur / syarat "melakukan

kejahalan / pelanggaran" ke dalam perumusan kedua

TPK itu, ynng dalam praktek sulit dibuktikan. Untuk

mengatasi kesulitan dan kelemahan UU No. 24lPrp/

1960 itu, maka pembuat UU No. 3/1 971 mangganti

syamt adanya'kejahatan atau pelanggaran" itu dengan

unsur "perbuatan melawan hukum" dalam arti formal

dan mataiel, walaupn unsur'lnelawan hukum" tidak

dimunculkan / dirumuskan dalam Pasal 1 (l) sub-b

("menyalahgunakan kewenangan"), karena dalam

istilah "menyalahgunakan kewenangan" sudah

terkandung unsur melawan hukum. Perbuatan

korupsi yang "melawan hukum" (secara materiel)

inipun oleh peranran sebelumnya (yaitu PEPEPJU

No. 013 Tahun 1958) juga dinyatakan sebagai

perbuatan tercela, walaupun pada saat itu belum

dikualifikasikan sebagai "perbuatan Pidana Korupsi"

tetapi sebagai'lerbuatanKonrpsi lainnya''. Perbuatan

"korupsi lainnya" menurut PEPERPU itu meliputi

perbuatan melawan hukum untuk "memperkaya diri"

mauptm "menyalahgunakan jabatan / kedudukan".

Kedua, daitrnjauan latar belakang historis

terbentuknya UU No. 3 Tahun 1971 danUUNo.

3l Tahun 1999 di atas, jelas terlihat bahwa unsur

"melawan hukum" yang dimaksud dalam UUNo. 3

Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 itu : (a)

mor.pakanpengertian'tnelawanhukr:rnyangm*eriel

dalam fungsinya yang positif'; dan (b) perbuatan

melawan hukum secara materiel itu tidak hanya

dimaksudkan / ditujukan pada perbuatan

"memperkaya diri sendiri / orang lain / suatu badan /

erSeseran
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korporasi" (Pasal I ayat(l) sub aUU No, 3 / 1971

atau Pasal2 ayat (dalam Psl. I ayat I sub b UU No.

3 / l97l atau Pasal 3 uU No. 3l | 1999.

Ketiga, dilihat secara substansial dan ide

dasar SMH Materiel yang terkandung dalam

'?enjelasan Umum" dan'?enjelasan Pasal 2 (l)' UU

No. 31 / 1999 (lihat di atas),jelas dinyatakan bahwa

"pengertian melawan hukum dalam tindak pidana

korupsi dapat pula mencakup perbustsn tercela

yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus

dimtutdandipidana". kri berartipengertian"melawan

hukum" (termasuk dalam arti materiel) tertuju juga

pada "perbuatan tercela" yang berupa

'lenyalahgunaan kewenangan/ kedudukan", karena:

(a) Dilihat dari latar belakang historisnya,

penyalahgunaan kewenangan / kedudukan itupun

termasuk dalam klasifrkasi perbuatan tercela, yang

dalam Perpu 1958 dikualifikasikan sebagai

"perbuatan korupsi lainnya'' Qihat uraian di atas); (b)

Dalam pandangan masyarakat, juga dipandang

sebagai perbuatan tercela; bahkan lebih tercela

daripada sekedar perbuatan 'tnemperkaya diri / orang

lain".

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik

kesimpulan umum bahwa UU No. 3l Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : (a)

Menganut ajaran SMH Formal dan SMH Materiel

(dalam fi:ngsi positifdan negatif); (b) Kriteria SMH

Materiel untuk perbuatan yang tidak diatur dalam

perundang-undangan ialah, perbuatan tersebut

dipandang sebagai "perbuatan tercela'' karena : tidak

sesuai dengan rasa keadilan; atau tidak sesuai dengan

norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Tergolong dalam kategori pandangan kedua tentang

SMH Materiel, khususnya SMH Materiel yang luas

tetapi terbatas.

Dilihat dari latar belakang historis, sosiologis,

substansial, dan ide dasar yang terkandung dalam

"PenjelasanUUNo. 3l/lbhun 199", SMH Materiel

dalam UU No . 3 I Tahun I 999 tidak hanya tertuj u
pada tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 (yaitu

"memperkaya diri sendiri / orang lain / korporasi'),

tetapijugaterhadap tindak pidana dalam Pasal 3 (yaitu

"menyalahgrnakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan').

Dalam hubungannya dengan kasus Proyek

Lumbang Dalam Kaum dan Lumbang Kartiasa

Kabupaten Sambas yang dibiayai dana APBD

Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran

200 I , secara material masih perlu dibuktikan falida-

fakta hukum yang membuktikan "adanya
kerugian negan". Jika secara material tidak

terbukti adanya kerugian Negara, maka elemen

Pasal 2 ayat (l) dan Pasal 3 Jo Pasal I 8 UU No. 3 I

Tahun I 999 sebagaimana telah diubah dan ditambatt

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 31

Tahm 19990 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, menjadi tidak terpenuhi (negatif).

ergeseran
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PENUTUP

Dari segi Hukum Administrasi; kasus

pengatumn penyetoran dana PSHD-DR ke Kas

Daerah berdasarkan Pasal 19 Keputusan Bupati

Kapuas Hulu Nomor : 2 Tahun 2000 merupakan

tindakan "diskresi hukum" Bupati Kapuas Hulu.

Tindakan diskrcsi hukum itu, yuridis formal telah

mengisi kekosongan hukum tentang tata cara

penyetoran dana PSDH dan DR ke Kas Negara

melalui Kas daerah. Dengan kata lain, bukan

sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang

(Detoumement de pouvoir\ nalupttn sewenang-

wenrng(abus de droit).

Demikian pula untuk kasus ProYek
Peningkatan Jalan Kabupaten Wilayah I & II (lokal

Primer) paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lumbang

Dalam Kaum dan Lumbang Kartiasa (Proyek Jalan

Lingkar Tugu Saing Rumbi) Kabupaten Sambas

TahunAnggaran 2001, sama sekali tidak mengandung

penyalahgunaan wewenang (Delo urnement de

pouvoir) maupun sewentng-wenang (abus de

droit), bahkat proyek tersebut telah mencapai

tujuannyaialah:

a. Membuka isolasi Desa-desa yang berada di

wilayah pinggiran Kota Sambas;

b. Memperlancar arus lalu lintas (mobilitas)

penduduk;

c. Meningkatkan tata kehidupan sosial, ekonomi

dan budaya masyarakat Kecamatan Sambas,

Dari segi Hukum Pidana baik Bupati Kapuas

Hulu maupun Pimpinan Proyek Peningkatan Jalan

Kabupaten Wilayah I & II (lokal Primer) paket

Pekerjaan Peningkatan Jalan Lumbang Dalam Kaum

dan Lumbang Kartiasa (Proyek Jalan Lingkar Tugu

Saing Rumbi) Kabupaten Sambas, secara faktual

(kebenaran material) tidak melala*an perbuatan

sebagaimana dirumuskan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3

Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 3 I Tahun

1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3l

Tahun 19990 Tentang Pernberantasan Trndak Pidana

Korupsi.
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